BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Tinjauan Historis Organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah
1. Sejarah Berdirinya Organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah

Berdirinya lkatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) tidak lepas dari latar

belakang berdirinya Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma’ruf
nahi munkar sekaligus sebagai konsekuensi dari banyaknya sekolah yang merupakan

amal usaha Muhammadiyah untuk membina dan mendidik kader. Selain itu, situasi

dan kondisi politik di Indonesia tahun 60-an yaitu pada masa berjayanya orde lama
dan PKI, Muhammadiyah mendapat tantangan yang sangat berat untuk menegakkan
dan menjalankan misinya. Oleh karena itu, IPM terpanggil untuk mendukung misi
Muhammadiyah serta menjadi pelopor, pelangsung dan penyempurna perjuangan
Muhammadiyah.

Dengan demikian, kelahiran IPM mempunyai dua nilai strategis. Pertama,
IPM sebagai aksentuator gerakan dakwah amar ma’ruf nahi mungkar di kalangan
pelajar. Kedua, IPM sebagai lembaga kaderisasi Muhammadiyah yang dapat
membawa misi Muhammadiyah pada masa mendatang.

Keinginan dan upaya para pelajar untuk membentuk organisasi pelajar
Muhammadiyah sebenarnya telah dirintis sejak tahun 1919. Akan tetapi selalu ada
halangan dan rintangan dari berbagai pihak, sehingga baru mendapatkan titik terang
ketika Konferensi Pemuda Muhammadiyah (PM) pada tahun 1958 di Garut.

Organisasi pelajar Muhammadiyah akan ditempatkan di bawah
pengawasan PM. Keputusan konferensi tersebut diperkuat pada Muktamar
PM 1II yang berlangsung pada tanggal 24-28 Juli 1960 di Yogyakarta, yakni
dengan memutuskan untuk membentuk IPM (Keputusan II/ nomor 4).

Setelah ada kesepakatan antara Pimpinan Pusat (PP) PM dan
Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran pada tanggal 15 Juni
1961, ditandatanganilah peraturan bersama tentang organisasi IPM. Pendirian
IPM tersebut dimatangkan secara nasional pada Konferensi PM di Surakarta
tanggal 18-20 Juli 1961. Sehingga pada tanggal 5 Shafar 1381 H bertepatan
dengan tanggal 18 Juli 1961 M ditetapkan sebagai hari kelahiran IPM dengan
Ketua Umum Herman Helmi Farid Ma’ruf dan Sekretaris Umum Mubh.

Wirsyam Hasan. Akhirnya, IPM menjadi salah satu organisasi otonom
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(ortom) Muhammadiyah yang bergerak di bidang dakwah dan kaderisasi di
kalangan pelajar Muhammadiyah.

Pada Konferensi Pimpinan Pusat (Konpiwil) IPM tahun 1992 di
Yogyakarta, Menpora Akbar Tanjung secara implisit menyampaikan
kebijakan pemerintah pada IPM untuk melakukan penyesuaian tubuh
organisasi. PP IPM diminta Depdagri mengisi formulir direktori organisasi
disertai catatan agar pada waktu pengembalian formulir tersebut nama IPM
telah berubah.

Tim eksistensi PP IPM yang bertugas membahas masalah ini,
melakukan pembicaraan secara intensif. Akhirnya diputuskan perubahan
nama lkatan Pelajar Muhammadiyah menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah
(IRM), dengan pertimbangan:

a. Keberadaan pelajar sebagai kader persyarikatan, umat dan bangsa selama ini
belum mendapat perhatian sepenuhnya dari persyarikatan Muhammadiyah.

b. Perlunya pengembangan jangkauan IPM.

c. Adanya kebijakan pemerintah RI tentang tidak diperbolehkannya penggunaan
kata pelajar untuk organisasi berskala nasional.

Keputusan pergantian nama ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK)
PP IPM nomor VI/PP.IPM/1992 yang selanjutnya disahkan oleh PP
Muhammadiyah tanggal 22 Jumadil Awwal 1413 H bertepatan dengan 18
November 1992 M tentang pergantian nama lIkatan Pelajar Muhammadiyah
menjadi lkatan Remaja Muhammadiyah. Dengan demikian secara resmi
perubahan IPM menjadi IRM adalah sejak tanggal 18 November 1992.
Seiring perkembangan organisasi IRM, muncul berbagai reaksi dari tubuh
persyarikatan bahwa IRM dinilai kurang fokus terhadap pembinaan pelajar di
sekolah-sekolah Muhammadiyah. Maka, Tanwir Muhammadiyah tahun 2007
merekomendasikan IRM untuk berubah kembali menjadi IPM. Pembahasan
mengenai basis masa dan lokus gerakan sebenarnya sudah mengemuka sejak
Muktamar IRM ke-14 di Lampung. Pada Muktamar IRM ke-15 pun,
mengamanatkan untuk membentuk tim eksistensi yang bertugas untuk
membahas masalah ini. Tim eksistensi PP IPM juga meminta saran pendapat

dari PP Muhammadiyah dan ortom-ortom di dalamnya.
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Tak lama kemudian, PP Muhammadiyah mengeluarkan SK nomor
60/KEP/1.0/B/2007 tertanggal 7 Jumadil Awwal 1428 H bertepatan dengan
24 Mei 2007 M tentang perubahan nomenklatur IRM menjadi IPM.
Sehubungan dengan munculnya berbagai reaksi terkait SK tersebut, PP IPM
segera mengadakan pleno diperluas dengan mengundang PP Muhammadiyah
dan seluruh Pimpinan Wilayah (PW) IPM se-Indonesia. Setelah berdialog
secara intensif, PP Muhammadiyah mengeluarkan maklumat berkenaan
dengan SK PP Muhammadiyah nomor 60/KEP/I.0/B/2007 bahwasanya
perubahan IRM menjadi IPM membutuhkan proses. Maklumat ini berlaku
efektif setelah Muktamar IRM XVI pada tanggal 23-28 Oktober 2008 di
Surakarta. Muktamar IPM pertama setelah perubahan dari IRM dilaksanakan
pada tanggal 2-7 Juni 2010 di Bantul, DI. Yogyakarta. Muktamar kali ini
bertepatan dengan setengah Abad Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Dalam
Muktamar ini dilaunching Gerakan Pelajar Kreatif (GPK) yang merupakan
turunan dari Gerakan Kritis Transformatif (GKT).

Sejarah perkembangan IPM, sejak dari kelahiran Ikatan Pelajar
Muhamamdiyah (IPM) hingga kemudian terjadinya perubahan nama menjadi
Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) pada tahun 1992 dan kemudian
berubah nama kembali menjadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) telah
melalui proses yang panjang seiring dengan dinamika yang berkembang di

masyarakat baik dalam skala nasional maupun global.

Hingga saat ini IPM telah melampaui empat fase perkembangan, yaitu:
a. Fase Pembentukan (mulai tahun 1961-1976)

Kelahiran IPM bersamaan dengan masa dimana pertentangan
idiologis menjadi gejala yang menonjol dalam kehidupan sosial dan
politik di Indonesia dan dunia pada waktu itu. Keadaan yang demikian
menyebabkan terjadinya polarisasi kekuatan tidak hanya dalam
persaingan kekuasaan di lembaga pemerintah, bahkan juga dalam
kehidupan bermasyarakat. Dalam situasi seperti ini IPM lahir dan
berproses membentuk dirinya. Maka sudah menjadi kewajaran bila pada

saat awal keberadaannya IPM banyak terfokus pada upaya untuk
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mengkonsolidasikan dan menggalang kesatuan Pelajar Muhammadiyah
yang tersebar di seluruh Indonesia dalam wadah IPM. Upaya untuk
menemukan karakter dan jati diri IPM sebagai gerakan kader dan dakwah
banyak menjadi perhatian pada waktu itu. Upaya ini mulai dapat
terwujud setelah IPM dapat merumuskan Khittah Perjuangan IPM,
Identitas IPM, dan Pedoman Pengkaderan IPM (hasil Musyawarah
Nasional/Muktamar ke-2 di Palembang tahun 1969).

Fase pembentukan IPM diakhiri pada tahun 1976 yaitu dengan
keberhasilan IPM merumuskan Sistem Pengkaderan IPM (SPI) hasil
Seminar Tomang tahun 1976 di Jakarta. Dengan SPI yang telah
dirumuskan tersebut, maka semakin terwujudlah bentuk struktur
keorganisasian IPM secara lebih nyata sebagai organiasai kader dan
dakwah yang otonom dari persyarikatan Muhammadiyah.

Fase Penataan (mulai 1976-1992)

IPM memasuki fase penataan ketika bangsa Indonesia tengah
bersemangat mencanangkan pembangunan ekonomi sebagai panglima,
dan memandang bahwa gegap gempita persaingan ideologi dan politik
harus segera diakhiri jika bangsa Indonesia ingin memajukan dirinya.
Situasi pada saat itu menghendaki adanya monoloyalitas dalam
berbangsa dan bernegara dengan mengedepankan stabilitas nasional
sebagai syarat pembangunan yang tidak bisa ditawar lagi. Dalam keadaan
seperti ini menjadikan organisasi-organisasi yang berdiri sejak masa
sebelum Orde Baru harus dapat menysuaikan diri. Salah satu kebijakan
pemerintah yang kemudian berimbas bagi IPM adalah tentang ketentuan
OSIS sebagai satu-satunya organisasi pelajar yang eksis di sekolah.
Keadaan ini menyebabkan IPM mengalami kendala dalam
mengembangkan keberadaannya secara lebih leluasa dan terbuka.
Agenda Permasalahan IPM yang membutuhkan perhatian khusus untuk
segera dipecahkan pada waktu adalah tentang keberadaan IPM secara
nasional yang dipermasalahkan oleh pemerintah karena OSIS lah

satusatunya organisasi pelajar yang diakui eksistensinya di sekolah.
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Konsekwensinya semua organisasi yang menggunakan kata-kata
pelajar harus diganti dengan nama lain. Pada awalnya IPM dan beberapa
organiasasi pelajar sejenis berusaha tetap konsisten dengan nama pelajar
dengan berharap ada peninjauan kembali kebijaksanaan pemerintah
tersebut pada masa mendatang. Namun konsistensi itu ternyata membawa
dampak kerugian yang tidak sedikit bagi [PM karena kemudian kegiatan
IPM secara nasional seringkali mengalami hambatan dan kesulitan
penyelenggaraannya.

Di samping itu beberapa organisasi pelajar yang lain yang senasib
dengan IPM satu-persatu mulai menyesuaikan diri, sehingga IPM merasa
sendirian memperjuangkan konsistensinya. Pada sisi lain IPM merasa
perlu  untuk segera memperbaharui visi dan orientasi serta
mengembangkan gerak organisasi secara lebih luas dari ruang lingkup
kepelajaran memasuki ke dunia keremajaan sebagai tuntutan perubahan
dan perkembangan zaman. Maka tanggal 18 November 1992 berdasarkan
SK PP Muhammadiyah No. 53/SK-PP/ IV.B/1.b/1992 Ikatan Pelajar
Muhammadiyah secara resmi berubah menjadi Ikatan Remaja
Muhammadiyah.

Fase Pengembangan (mulai tahun 1992-2008)

Perubahan nama IPM menjadi IRM beriringan dengan situasi
bangsa Indonesia tengah menyelesaikan PJPT I (Pembangunan Jangka
Pendek Tahun I) dan akan memasuki PJPT II. Banyak kemajuan yang
telah diperoleh bangsa Indonesia sebagai hasi PJPT I, diantaranya adalah
pertumbuhan ekonomi yang semakin baik dan pesat, stabilitas nasional
yang semakin mantap, dan tingkat pendidikan, kesehatan, dan sosial
ekonomi masyarakat semakin baik. Namun demikian ada beberapa
pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan bangsa Indonesia pada
PJPT II antara lain: masalah pemerataan pembangunan dan kesenjangan
ekonomi, demokratisasi, ketertinggalan di bidang IPTEK, permasalahan
sumber daya manusia, dan penegakan hukum dan kedisiplinan.
Sementara itu, era 90-an ditandai dengan semakin maraknya kesadaran

ber-Islam diberbagai kalangan masyarakat muslim di Indonesia.
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Di samping itu peran dan partisipasi ummat Islam dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara juga semakin meningkat. Kondisi
yang demikian memberi peluang bagi IRM untuk dapat berkiprah lebih
baik lagi. Pada sisi lain, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi
semakin membawa manusia ke arah globalisasi yang membawa banyak
perubahan pada berbagai sisi kehidupan manusia. Tatanan sosial, budaya,
politik, dan ekonomi banyak mengalami perombakan drastis.

Salah satu perubahan mendasar yang akan banyak membawa
pengaruh bagi bangsa Indonesia adalah masalah liberalisasi ekonomi.
Liberalisasi ekonomi sebagaimana telah diputuskan dalam konferensi
APEC merupakan kebijakan yang tidak terelakkan karena mulai tahun
2003 mendatang Indonesia harus memasuki era AFTA (ASEAN Free
Trade Area) yang dilanjutkan pada tahun 2020 dalam skema liberalisasi
perdagangan yang lebih luas di Asia Psifik. Pengaruh liberalisasi
ekonomi ini akan berdampak luas tidak hanya dalam aspek ekonomi saja,
tetapi juga dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya. Salah satu
dampak yang sekarang sangat dirasakan adalah munculnya krisis
moneter yang terjadi di Asia Tenggara dan sebagian Asia Timur.
Munculnya krisis yang dimulai dengan timbulnya depresi mata uang,
disebabkan oleh ketidakpastian perangkat suprastruktur dan infrastruktur
baik ekonomi maupun politik dalam mengantisipasi dampak globalisasi
perdagangan. Fenomena ini kemudian memunculkan tuntutan reformasi
di bidang ekonomi dan politik sebagai prasyarat untuk mengantisipasi
dan menyelesaikan persoalan krisis.

Di Indonesia sebagai salah satu negara yang terkena krisis dan
menderita paling parah juga muncul tuntutan reformasi. Fenomena
reformasi yang dituntut masyarakat Indonesia adalah reformasi yang
mendasar diseluruh bidang baik di bidang ekonomi, budaya, politik
bahkan sampai reformasi moral. Tuntutan reformasi ini jelas mendesak
IRM untuk melakukan peran dan fungsinya sebagai organisasi
keagamaan dan dakwah Islam dikalangan remaja menjadi lebih aktif dan

responsif terhadap perkembangan perjalanan bangsa menuju masyarakat



d.

45

dan pemerintahan yang bersih dan modern. Dalam kondisi yang
demikianlah IRM memasuki fase pengembangan, yaitu perkembangan
pasca perubahan nama IPM menjadi IRM hingga terselenggaranya
pelaksanaan pola kebijakan jangka panjang IRM pada Muktamar XII.
Diharapkan nantinya IRM telah mencapai kondisi yang relatif mantap
baik secara mekanisme kepemimpinan maupun mekanisme
keorganisasian sehingga mampu secara optimal menjadi wahana
penumbuhan dan pengembangan potensi sumber daya remaja.
Pengelolaan sumber daya yang dimiliki Ikatan Remaja
Muhammadiyah harus didukung dengan adanya peningkatan kapasitas
kualitas pemimpin, mekanisme kerja yang kondusif yang seiring dengan
kemajuan zaman, serta pemantapan dan pengembangan gerak Ikatan
Remaja Muhammadiyah yang berpandangan ke depan namun tetap dijiwai
oleh akhlak Mulia. IRM dituntut untuk dapat menyiapkan dasar yang
kokoh baik secara institusional maupun personal sehingga tercipta
komunitas yang kondusif bagi para remaja sehingga dapat menghadapi
setiap perkembangan zaman yang ada.
Fase Kebangkitan (mulai tahun 2006-2010)

Terhitung sejak delapan tahun sebelumnya dimana bangsa
Indonesia sedang ramai menyambut masa baru yang diharapkan dapat
melakukan perubahan bangsa yang lebih baik yaitu masa reformasi tahun
1998. Akan tetapi pada kenyataannya pasca reformasi hingga tahun 2006
yang telah dipimpin oleh tiga kepemimpinan presiden yang berbeda
(Bpk. Abdurrahman Wahid, Ibu Megawati Soekarno Putri dan Bpk.
Susilo Bambang Yudhoyono), tidak kunjung membawa perubahan yang
lebih baik bagi bangsa, bahkan memunculkan penyakitpenyakit baru di
negeri ini. Demikian juga hingga saat ini, memasuki masa kepemimpinan
“Kabinet Indonesia Bersatu jilid II”, Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono, telah menunjukkan kesempurnaan hancurnya negeri ini,
seperti yang banyak diungkapkan oleh para ahli dan pakar, serta
pengamat politik di Indonesia. Karena bangsa ini sedang dipimpin oleh

para pemimpin bangsa yang cenderung korup dan senang menjual
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bangsanya ke negara asing atau bisa dikatakan kepemimpinan bangsa
yang tidak lagi memiliki karakter kepemimpinan yang selalu siap
membela rakyatnya, membawa rakyatnya kepada kesejahteraan dan
kemakmuran bangsa.

Hal ini dapat dilihat dari maraknya korupsi disemua jenjang
struktur pemerintahan yang ada, permainan politik yang tidak
mencerdaskan rakyat justru melakukan pembodohan pada masyarakat
dan masih banyak lagi persoalan bangsa yang melekat di negeri ini. Hal
ini menunjukkan bahwa betapa bangsa ini sedang krisis disegala bidang,
bahkan krisis moral pemimpin bangsa. Dari sinilah IRM yang kemudian
kembali berubah nama menjadi IPM pada tahun 2008 dituntut untuk
terus berperan dalam melakukan gerakan dakwahnya, khususnya
dikalangan remaja/pelajar sebagai penerus estafeta kepemimpinan bangsa
beberapa tahun mendatang. Di tengah kondisi bangsa yang sedang krisis
disegala bidang dan dilanda banyaknya musibah atau bencana alam yang
tidak kunjung selesai pada tahun 2004-2009 (kepemimpinan presiden
SBY) kala itu.

IRM pada Muktamar XIV tahun 2006 di Medan, turut merespon
kondisi bangsa kala itu. Karena IRM sangatlah sadar sekali akan gerakan
sosial yang dilakukan berlandaskan pada nilainilai perjuangan untuk
melakukan suatu perubahan yang lebih baik, yang kemudian sangat
dikenal dengan Gerakan Kritis Transformatif (GKT)-nya. Akan tetapi
cenderung mengalami pergeseran pergerakan yang kemudian menjadi
meluas dan tidak lagi fokus terhadap bassis massa yang seharusnya
menjadi perhatian utama oleh IRM sebagai organisasi remaja/pelajar
Muhammadiyah. Oleh karena itulah, kemudian pada Muktamar XIV
tahun 2006 di Medan kembali menyuarakan agar IRM kembali berubah
nama menjadi [IPM dengan beberapa alasan diantaranya; Masa Orde Baru
telah runtuh, kini telah lama memasuki masa reformasi dan sudah tidak
ada lagi tekanan dari pemerintah bahwa satu-satunya organisasi pelajar di
sekolah hanyalah OSIS, maka IPM dapat kembali ke bassis massanya

1 vaitu e
secara riil yaitu “pelajar”
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Kedua, IRM harus kembali pada fokus gerakannya sebagai bassis
massa utama yaitu “pelajar”. Karena pelajar dan pendidikan merupakan
salah satu pilar utama dalam melakukan perubahan bangsa yang lebih
baik beberapa tahun kedepan. Meskipun kemudian belum secara
menyeluruh menemukan kesepemahaman atau kesepakatan bersama
untuk merubah nama IRM menjadi IPM, akan tetapi proses prubahan
nama tersebut telah berjalan, yang kemudian pada forum Muktamar
tersebut memutuskan untuk pembentukan tim eksistensi IRM. Hingga
pada akhirnya gong perubahan nama tersebut diperdengarkan lebih cepat
sebelum kinerja tim eksistensi dapat menghasilkan sesuatu yang matang
untuk IRM/IPM kedepan. Pada keputusan Tanwir Muhammadiyah pada
tahun 2008 di Yogyakarta, Muhammadiyah memutuskan perubahan
nomenklatur IRM menjadi IPM kembali. Hingga pada akhirnya pintu
gerbang IPM-pun kembali terbuka, dan IRM resmi kembali berubah
nama menjadi IPM pada Muktamar X VI pada tahun 2008 di Solo.

Saat ini IPM kembali pada bassis massa dan fokus gerakannya
yaitu membela kaum pelajar dan memperjuangkan pendidikan yang lebih
baik, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itulah
IPM saat ini kembali ke sekolah (back to shcool), kembali
memperjuangkan hakekat pendidikan yang sesungguhnya, yang dapat
menghasilkan “Insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif”’, sesuai
dengan visi pendidikan nasional. Melalui berbagai macam pelatihan,
seminar-seminar, workshop dan lain sebagainya IPM melakukan proses
penyadaran terhadap pelajar akan peran serta fungsi pelajar sebagai
obyek maupun subyek dari proses pembelajaran dan perubahan. Serta
melakukan proses pemberdayaan dan pembelaan terhadap pelajar yang
selama ini selalu saja dijadikan sebagai obyek dari sistem yang tidak
mencerdaskan, akan tetapi lebih kepada pendeskriditan pelajar demi
kepentingan sepihak atau kelompok tertentu. Padahal disisi lain, seiring
dengan perkembangan zaman yang ada, baik dari segi teknologi,
komunikasi atau ilmu pengetahuan pada umumnya menjadi tantangan

yang besar bagi pelajar.
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Menuntut para pelajar agar dapat berjuang lebih keras lagi
(kompetitif) dan kreatif dalam bertindak dan menciptakan sesuatu yang
lebih bermanfaat bagi ummat dan bangsa. Oleh karena itulah, hal tersebut
menjadi

salah satu alasan bagi IPM untuk merumuskan suatu rumusan
gerakan IPM yang sesuai dengan tantangan dan perkembangan zaman
yang sedang dihadapi pelajar saat ini. Akhirnya pada Muktamar XVII
pada tahun 2010 di Yogyakarta kemarin, [IPM kembali mendeklarasikan
satu gerakan yang saling terkait dengan gerakan-gerakan IPM yang
pernah ada sebelumnya. Gerakan tersebut dinamakan sebagai “Gerakan
Pelajar Kreatif”, yang kemudian melahirkan satu visi IPM satu periode
ini, hingga tahun 2012, yaitu “Menjadikan IPM sebagai Rumah Kreatif
Pelajar Indonesia”. Semoga IPM dapat mengimplementasikan gerakan
yang ada secara massif dan progressif, sehingga dapat mencapai visi [PM
yang telah dicanangkan dalam rangka mewujudkan ‘“Pelajar Muslim
yang berilmu, berakhlak mulia dan terampil dalam rangka menegakkan
dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam, sehingga terwujud
masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”.!

IPM merupakan organisasi dengan basis massa yang sangat jelas,
yaitu pelajar dan terutama siswa sekolah Muhammadiyah. Dengan demikian,
IPM tersebar di seluruh Indonesia pada 34 provinsi dan lebih dari 300
kabupaten/kota. Karenanya, IPM menjadi organisasi pelajar terbesar se-
Indonesia. Diperkirakan IPM memiliki basis massa sebanyak 7 juta pelajar’
meskipun klaim ini perlu dinuktikan lebih jauh lagi.

Sepak terjang IPM, beberapa penghargaan baik tingkat nasional
maupun internasional berhasil didapatkan oleh IPM® dan mempertegas posisi
IPM sebagai organisasi pelajar terbesar di Indonesia. Penghargaan tersebut
antara lain:

1) Penghargaan Pemuda Indonesia Sociopreneur (2015)

2) Organisasi Kepemudaan Terbaik Nasional (2006, 2011, 2013, 2015, 2016)

! ipm.or.id/sejarah-ikatan-pelajar-muhammadiyah, Diakses pada: 22 januari 2023 (07:30)

2 Mkatan _ Pelajar Muhammadiyah Kerahkan 7 Juta Anggota  Cegah
Corona". Sindonews.com. Diakses tanggal 23 januari (16:30)

? twitter.com/ppipm". Twitter. Diakses tanggal 23 januari (16: 40).
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3) ASEAN Ten Accomplished Youth Organisation (2011, 2014)
2. Visi dan Misi Organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah

Visi dalam organisasi IPM adalah “Terwujudnya pelajar muslim yang
berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan
menjujunjung tinggi nilai-nikai islam sehingga terwujud masyarakat islam
yang sebenar-benarnya.”

Misi organisasi IPM adalah :

a. Memperjuangkan nilai-nilai islam sebagai rahmatan lil alamin.

b. Meningkatkan kapasitas kepemimpinan pelajar muslim melalui
kaderisasi, pendampingan dan advokasi.

c. Mengembangkan potensi pelajar muslim guna membentuk masyarakat

muslim yang sebenar-benarnya. *
3. Struktur dan Permusyawaratan IPM
a. Struktur IPM

1) Pimpinan Pusat. Berkedudukan di Yogyakarta dan Jakarta, periode
kepemimpinan 2 tahun

2) Pimpinan Wilayah. Berkedudukan di provinsi, periode kepemimpinan 2
tahun

3) Pimpinan Daerah. Berkedudukan di kota/kabupaten, periode kepemimpinan
2 tahun

4) Pimpinan Cabang. Berkedudukan di kecamatan, periode kepemimpinan 2
tahun

5) Pimpinan Ranting. Berkedudukan di sekolah, desa, atau kelurahan, periode

kepemimpinan 1 tahun

b. Permusyawaratan [PM
Permusyawaratan tertinggi diselenggarakan untuk membahas agenda
strategis dan memilih tim formatur. Tim formatur kemudian akan

menentukan  ketua umum di setiap struktur. Sementara itu,

*  mandiridalamkarya.blogspot.com/2011/04/visi-dan-misi-ipm-ikatan-pelajar, ~ diakses

pada : 23 januari 2023 (17:00)
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permusyawaratan tertinggi kedua biasanya merupakan evaluasi tengah
periode dan merancang regulasi untuk permusyawaratan tertinggi.
1) Muktamar (Permusyawaratan tertinggi di tingkat pusat)
2) Tanwir (Permusyawaratan tertinggi kedua di tingkat pusat)
3) Musyawarah Wilayah (Permusyawaratan tertinggi di tingkat wilayah)
4) Konferensi Pimpinan Wilayah (Permusyawaratan tertinggi kedua di tingkat
wilayah)
5) Musyawarah Daerah (Permusyawaratan tertinggi di tingkat daerah)
6) Konferensi Pimpinan Daerah (Permusyawaratan tertinggi kedua di tingkat
daerah)
7) Musyawarah Cabang (Permusyawaratan tertinggi di tingkat cabang)
8) Konferensi Pimpinan Cabang (Permusyawaratan tertinggi kedua di tingkat
cabang)
9) Musyawarah Ranting (Permusyawaratan tertinggi di tingkat ranting)
10) Muktamar Luar Biasa (Permusyawaratan yang terjadi di Pimpinan Pusat
Karena Ada Hal yang Mendesak)
Gerakan, Bidang dan Lembaga IPM
a. Gerakan
1) 3T (Tertib Ibadah, Tertib Belajar, Tertib Berorganisasi)

2) Gerakan Kritis-Transformatif

3) Gerakan Pelajar Kreatif (2010-2014)

4) Gerakan Pelajar Berkemajuan (2014-sekarang)
b. Bidang
Terdapat 3 bidang wajib dan 9 bidang pilihan di dalam struktur
organisasi PP IPM. Bidang dibentuk melalui permusyawaratan tertinggi di tiap
struktur [PM. Setiap bidang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Bidang-
bidang tersebut adalah:’
1) Bidang Wajib
a) Bidang Perkaderan
b) Bidang Kajian Dakwah Islam (KDI)
¢) Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan (PIP)

(17:48)

> wikipedia.org/wiki/Ikatan Pelajar Muhammadiya, diakses pada tanggal 23 januari 2023


https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerakan_Kritis-Transformatif&action=edit&redlink=1
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2) Bidang Pilihan
a) Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik
b) Bidang Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga (ASBO)
c) Bidang Ipmawati
d) Bidang Pengembangan Kreativitas dan Kewirausahaan (PKK)
e) Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional (HKI; hanya untuk
PP IPM)
f) Bidang Organisasi
g) Bidang Lingkungan Hidup
h) Bidang Teknologi dan Informasi
1) Bidang Kesehatan

B. Tinjauan Geografis Sekretariat PD IPM Kota Metro
1. Kondisi Geografis Sekretariat PD IPM Kota Metro

PD IPM Kota Metro berada di wilayah Provinsi Lampung, memiliki
sekretariat yang berdomisili di Jalan Diponegoro No. 5  Imopuro
Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro.

Kota Metro adalah salah satu kota di Provinsi Lampung. Kota ini
juga merupakan kota yang memiliki tingkat kemacetan dan kriminalitas
paling rendah di Provinsi Lampung. Berjarak 52 km dari Kota Bandar
Lampung serta merupakan kota terbesar kedua di provinsi Lampung. Kota
Metro masuk dalam Daftar 10 kota di Indonesia dengan biaya hidup
terendah ke-9 di Indonesia serta urutan kedua di Pulau Sumatera
berdasarkan Survey BPS tahun 2017. Kini, Kota Metro sedang melakukan
pembenahan dan pengembangan kota yang lebih maju seiring
terintegerasinya Exit Tol Trans Sumatera Bakauheni-Terbanggi Besar yang
terletak di Kecamatan Batanghari Ogan, Pesawaran yang menuju ke Kota
Metro. Kota Metro juga merupakan target cetak biru Kementerian
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebagai
kawasan strategis dan target pengembangan kota metropolitan setelah
Bandar Lampung.

Metro berasal dari kata “Meterm” dalam Bahasa Belanda yang

artinya “pusat" yang artinya di tengah-tengah antara Lampung Tengah dan



52

Lampung Timur, bahkan ditengah (center) Provinsi Lampung. Versi kedua
nama Metro berasal dari kata "Mitro" (Bahasa Jawa) yang berarti artinya
teman, mitra, kumpulan. Hal tersebut dilatarbelakangi dari kolonisasi yang
datang dari berbagai daerah di luar wilayah Sumatera yang masuk ke daerah
Lampung. Namun, yang paling relavan adalah, Metro berasal dari bahasa
Belanda, ini didukung kuat dengan sejarah dan berdirinya sebuah landmark
berupa menara yang dinamakan Menara Meterm (Meterm Tower) yang
berada di Taman Merdeka, Alun-Alun Kota Metro. Pada zaman
kemerdekaan nama Kota Metro tetap Metro. Dengan berlakunya Pasal 2
Peraturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 maka Metro Termasuk
dalam bagian Kabupaten Lampung Tengah yang dikepalai oleh seorang
Bupati pada tahun 1945, yang pada waktu itu Bupati yang pertama menjabat
adalah Burhanuddin (1945-1948).

Sejarah kelahiran Kota Metro bermula dengan dibangunnya
kolonisasi dan dibentuk sebuah induk desa baru yang diberi nama Trimurjo.
Sebelum tahun 1936, Trimurjo adalah bagian dari Onder Distrik Gunung
sugih yang merupakan bagian dari wilayah Marga Nuban. Kawasan ini
adalah daerah yang terisolasi tanpa banyak pengaruh dari penduduk lokal
Lampung. Namun, pada awal tahun 1936 Pemerintah kolonial Belanda
mengirimkan migran orang-orang Jawa (kolonis) ke wilayah ini untuk
mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan mengurangi kegiatan
para aktivis kemerdekaan. Kelompok pertama tiba pada tanggal 4 April
1936. Pada tanggal 9 Juni 1937, nama daerah itu diganti dari Trimurjo ke
Metro dan pada tahun yang sama berdiri sebagai pusat pemerintahan Onder
Distrik (setingkat kecamatan) dengan Raden Mas Sudarto sebagai asisten
kepala distrik (asisten demang) pertama. Onder Distrik dikepalai oleh
seorang Asisten Demang, sedangkan Distrik dikepalai oleh seorang
Demang. Sedangkan atasan daripada Distrik adalah Onder Afdeling yang
dikepalai oleh seorang Controleur berkebangsaan Belanda. Tugas dari
Asisten Demang mengkoordinasi Marga yang dikepalai oleh Pesirah dan di
dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh seorang Pembarap (Wakil

Pesirah), seorang Juru Tulis dan seorang Pesuruh (Opas). Pesirah selain
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berkedudukan sebagai Kepala Marga juga sebagai Ketua Dewan Marga.
Pesirah dipilih oleh Penyimbang-penyimbang Kampung dalam Marganya
masing-masing. Marga terdiri dari beberapa Kampung yaitu dikepalai oleh
Kepala Kampung dan dibantu oleh beberapa Kepala Suku. Kepala Suku
diangkat dari tiap-tiap Suku di kampung itu. Kepala Kampung dipilih oleh
Penyimbang-penyimbang dalam kampung. Pada waktu itu Kepala Kampung
harus seorang Penyimbang Kampung, jikalau bukan Penyimbang Kampung
tidak bisa diangkat dan Kepala Kampung adalah anggota Dewan Marga.

Selama periode yang sama, pemerintah kolonial Belanda membangun
lebih banyak jalan, juga klinik, kantor polisi, dan kantor administrasi. Pada
tahun 1941 dibangun sebuah masjid, kantor pos, pasar yang besar, dan
penginapan, serta pemasangan listrik dan saluran telepon. Pengembangan
berikutnya adalah dibangunnya irigasi untuk memastikan tanaman yang
sehat. Belanda memperkerjakan Ir. Swam untuk merancang sistem irigasi.
Desainnya dikenal dengan nama tanggul (bahasa Perancis "leeve", sekarang
bentukan ini dikenal dengan "ledeng") selebar 30 meter dan sedalam 10
meter saluran irigasi dari Sungai Way Sekampung ke Metro. Buruh
disediakan oleh pendatang, yang diwajibkan dan bekerja dalam shift.
Konstruksi dimulai pada tahun 1937 dan selesai pada tahun 1941.

Setelah invasi Jepang di Indonesia pada tahun 1942, semua personil
Belanda dievakuasi atau ditangkap. Program migrasi dilanjutkan di bawah
nama Kakari Imin, dan tujuh puluh migran Jawa digunakan sebagai kerja
paksa dalam pembangunan landasan di Natar dan Astra Ksetra, serta
berbagai bunker dan aset strategis lainnya; mereka yang menolak ditembak.
Warga lainnya kurang gizi, dengan hasil panen mereka yang diambil oleh
pasukan pendudukan Jepang. Penyakit menyebar secara merajalela ke
seluruh warga, yang dibawa oleh kutu. Kematian umum terjadi, sedangkan
para perempuan termasuk istri-istri para pekerja paksa, diambil sebagai
wanita penghibur. Pada zaman Jepang, Residente Lampoengsche Districten
diubah namanya oleh Jepang menjadi Lampung Syu. Lampung Syu dibagi
dalam 3 (tiga) Ken, yaitu Teluk Betung Ken, Metro Ken, Kotabumi Ken.
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Wilayah Kota Metro sekarang, pada waktu itu termasuk Metro Ken
yang terbagi dalam beberapa Gun, Son, Marga-marga dan Kampung-
kampung. Ken dikepalai oleh Kenco, Gun dikepalai oleh Gunco, Son
dikepalai oleh Sonco, Marga dikepalai oleh seorang Margaco, sedangkan
Kampung dikepalai oleh Kepala Kampung. Selama perang kemerdekaan
Indonesia, Belanda berusaha untuk merebut kembali Metro. Ketika mereka
pertama kali tiba, mereka tidak dapat masuk jembatan ke kota Tempuran
karena telah dihancurkan oleh pasukan 26 TNI di bawah komando Letnan
Dua (Letda) Bursyah; konvoi Belanda terpaksa mundur. Namun, hari
berikutnya Belanda kembali dalam jumlah yang lebih besar dan menyerang
dari Tegineneng, akhirnya memasuki kota dan menewaskan tiga tentara
Indonesia. Untuk mengenang peristiwa ini, dibangunlah sebuah monumen
di Tempuran, Lampung Tengah tepatnya di pintu masuk Kota Metro.

Setelah Indonesia merdeka dan dengan berlakunya pasal 2 Peraturan
Peralihan UUD 1945, maka Metro Ken menjadi Kabupaten Lampung
Tengah termasuk Kota Metro di dalamnya. Berdasarkan Ketetapan Residen
Lampung No. 153/ D/1952 tanggal 3 September 1952 yang kemudian
diperbaiki pada tanggal 20 Juli 1956 ditetapkan: Menghapuskan daerah
marga-marga dalam Keresidenan Lampung.Menetapkan kesatuan-kesatuan
daerah dalam Keresidenen Lampung dengan nama "Negeri" sebanyak 36
Negeri. Hak milik marga yang dihapuskan menjadi milik negeri yang
bersangkutan. Dengan dihapuskannya Pemerintahan Marga maka sekaligus
sebagai nantinya dibentuk Pemerintahan Negeri. Pemerintahan Negeri
terdiri dari seorang Kepala Negeri dan Dewan Negeri, Kepala Negeri dipilih
oleh anggota Dewan Negeri dan para Kepala Kampung. Negeri Metro
dengan pusat pemerintahan di Metro (dalam Kecamatan Metro). Dalam
praktik, dirasakan kurangnya keserasian antara pemerintahan, keadaan ini
menyulitkan pelaksanaan tugas pemerintahan oleh sebab itu Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Lampung pada tahun 1972 mengambil
kebijaksanaan untuk secara bertahap Pemerintahan Negeri dihapus,
sedangkan hak dan kewajiban Pemerintahan Negeri beralih kepada

kecamatan setempat. Atas dasar Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1986
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tanggal 14 Agustus 1986 dibentuk Kota Administratif Metro yang terdiri
dari Kecamatan Metro Raya dan Bantul vang diresmikan pada tanggal 9
September 1987 oleh Menteri Dalam Negeri.

Berkembanganya lima desa di seberang Way Sekampung atau
sebelah selatan Wav Sekampung dibentuk menjadi satu kecamatan, yaitu
kecamatan Metro Kibang dan dimasukkan ke dalam wilayah pembantu
Bupati Lampung Tengah wilayah Sukadana (sekarang masuk menjadi
Kabupaten Lampung Timur). Dan pada tahun yang sama terbentuk 2
wilayah pembantu Bupati yaitu Sukadana dan Gunung Sugih. Dengan
kondisi dan potensi yang cukup besar serta ditunjang dengan sarana dan
prasarana yang memadai, Kotif Metro tumbuh pesat sebagai pusat
perdagangan, pendidikan, kebudayaan dan juga pusat pemerintahan, maka
sewajarnyalah dengan kondisi dan potensi yang ada tersebut Kotif Metro
ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Metro. Harapan memperoleh
Otonomi Daerah terjadi pada tahun 1999, dengan dibentuknya Kota Metro
sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999
yang diundangkan tanggal 20 April 1999 dan diresmikan pada tanggal 27
April 1999 di Jakarta bersama-sama dengan Kota Dumai (Riau), Kota
Cilegon, Kota Depok (Jawa Barat), Kota Banjarbaru (Kalsel) dan Kota
Ternate (Maluku Utara).

Kota Metro pada saat diresmikan terdiri dari 2 kecamatan, yang

masing-masing adalah sebagai berikut:
a. Kecamatan Metro Raya, membawabhi:

1) Kelurahan Metro

2) Kelurahan Ganjar Agung

3) Kelurahan Yosodadi

4) Kelurahan Hadimulyo

5) Kelurahan Banjarsari

6) Kelurahan Purwosari

7) Kelurahan Karangrejo
b. Kecamatan Bantul, membawabhi:

1) Kelurahan Mulyojati

2) Kelurahan Tejosari
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3) Desa Margorejo
4) Desa Rejomulyo
5) Desa Sumbersari
Setelah ditempati oleh para kolonis dari pulau Jawa, daerah bukaan
baru yang termasuk dalam kewedanaan Sukadana yaitu Marga Unyi dan
Buay Nuban ini berkembang dengan pesat. Daerah ini menjadi semakin
terbuka dan penduduk kolonis pun semakin bertambah, sementara kegiatan
perekonomian mulai tambah dan berkembang. Berdasarkan keputusan rapat
Dewan Marga tanggal 17 Mei 1937 daerah kolonisasi ini diberikan kepada
saudaranya yang menjadi koloni dengan melepaskannya dari hubungan
marga. Dan pada Hari selasa tanggal 9 Juni 1937 nama desa Trimurjo
diganti dengan nama Metro. Tanggal 9 Juni inilah yang menjadi dasar
penetapan Hari Jadi Kota Metro, sebagaimana yang telah dituangkan dalam
perda Nomor 11 Tahun 2002 tentang Hari Jadi Kota Metro.
C. Sistem Management PD IPM Kota Metro Periode 2021-2023

1. Hirarki Komunikasi

Menurut hirarki komunikasi organisasi yang dilaksanakan oleh PD

IPM Kota Metro periode 2021-2023 sebagai berikut :

PDM Kota Metro

PD IPM Kota Metro

PC IPM Kota Metro

Sekolah Muh Metro PR IPM Kota Metro

% sekitarlampung.com/sejarah-kota-metro-lampung. Diakses pada 26 januari (12:00)
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D. Struktur Organisasi PD IPM Kota Metro 2021-2023
Berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang ditetapkan ~ oleh Pimpinan
Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PW IPM) Provinsi Lampung Nomor
: 010-KEP/A.1-VIII/PW-074/2021 pada tanggal 10 Desember 2021 di Bandar
Lampung, tentang pengesahan struktur Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar

Muhammadiyah Kota Metro periode 2021-2023 sebagai berikut:’

Ketua Umum : Rifatur Rahman
Ketua Bidang Organisasi : Rafiqul Anam
Ketua Bidang Perkaderan : Rindi Citra Andini
Ketua Bidang Kajian Dakwah Islam : Ardinan Ikhwani
Ketua Bidang Penelitian dan Ilmu Pengetahuan : Yolanda Milania

Ketua Bidang Asosiasi Seni Budaya dan Olah Raga  : Guntur Purnomo

Ketua Bidang Advokasi : Renaldi Anggara
Ketua Bidang IPMawati : [lma Hasanah

Ketua Bidang Lingkungan Hidup : M Indra Sagita
Sekretaris Umum : Arifin Nur
Sekretaris Bidang Organisasi :Nisrina Nur Hafidzah
Sekretaris Bidang Perkaderan : Sefia Rahma
Sekretaris Bidang Kajian Dakwah Islam : Destina Puspita Sari
Sekretaris Bidang Penelitian dan Ilmu Pengetahuan  : Fani Dwi Febriani

7 Arsip Organisasi, Surat Keputusan No: 010-KEP/A.1-VIII/PW-074/202, diakses pada
26 januari 2023 (12:30)
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Sekretaris Bidang Asosiasi Seni Budaya dan Olah Raga : Fina Dwi Febriani

Sekretaris Bidang [PMawati : Adelya Putri

Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup : Abdul Hatim

Bendahara Umum : M Yunus Sanjaya
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